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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh 

banyak negara, termasuk Indonesia. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa 

Latin "corruptio," yang dalam bahasa Inggris disebut "corruption" atau 

"corrupt." Dalam bahasa Prancis, dikenal dengan istilah "corruption," 

sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "coruptie" (Hamzah, 1991). Dari 

bahasa Belanda inilah kata "korupsi" masuk ke dalam bahasa Indonesia, yang 

berarti perilaku busuk, buruk, serta cenderung menerima suap atau gratifikasi, 

terutama dalam konteks penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. 

Fenomena korupsi ini telah lama menjadi masalah besar di Indonesia dan 

memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik 

(Poerwadarminta, 1982).  

Para ahli telah melakukan banyak penelitian tentang definisi korupsi. 

Korupsi menurut A.S Hornby, korupsi adalah tindakan pemberian dan 

peneriman suap (the offering and accepting of bribes) dan melibatkan 

keburukan atau kebusukan moral (Danil, 2011). Di Indonesia, kasus korupsi 

menghiasi media hampir setiap hari, melibatkan  aparatur negara, baik dari 

kalangan pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, maupun aparat penegak 

hukum. Karena ada pejabat dengan kekuasaan tinggi yang memanfaatkan 

jabatan mereka untuk melindungi tindakan ilegal tersebut. Oleh sebab itu, 
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korupsi sering disebut sebagai “extraordinary crime” atau yang disebut 

dengan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus (Linda, 

2023). 

Korupsi tidak hanya merampas sumber daya yang seharusnya 

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga merupakan kejahatan 

yang paling berbahaya bagi kemajuan dan stabilitas suatu negara serta 

dampaknya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi 

pemerintahan. Dalam konteks hukum pidana, korupsi sering dikategorikan 

sebagai "white-collar crime," yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu-

individu berstatus sosial tinggi, sering kali dalam lingkup pekerjaan atau posisi 

resmi mereka. Kejahatan ini bersifat kompleks dan sering melibatkan 

penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau 

kelompok tertentu (Kamasa, 2014). Di Indonesia, kasus korupsi menghiasi 

media hampir setiap hari, melibatkan aparatur negara, baik dari kalangan 

pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, maupun aparat penegak hukum. 

Karena ada pejabat dengan kekuasaan tinggi yang memanfaatkan jabatan 

mereka untuk melindungi tindakan ilegal tersebut. "White collar crime" 

Pertama kali disebut oleh sosiolog Edwin Sutherland pada tahun 1939, 

mendefinisikannya sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan 

status sosial dan ekonomi tinggi dalam kapasitas profesional mereka. Tindak 

pidana korupsi termasuk dalam kategori ini karena pelaku korupsi sering kali 

berasal dari kalangan pejabat publik atau individu yang memiliki akses ke 

sumber daya atau informasi yang dapat disalahgunakan. Tindakan korupsi ini 
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meliputi penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, dan berbagai 

bentuk penipuan lainnya (Eviana, 2023). Implementasi hukum dalam 

menangani “White collar crime” seperti korupsi menghadapi tantangan 

tersendiri. Kompleksitas kasus korupsi, yang sering melibatkan jaringan yang 

luas dan penggunaan metode canggih untuk menutupi jejak kejahatan, 

membuat penegakan hukum menjadi sulit. Selain itu, pelaku kejahatan ini 

sering kali memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat, sehingga dapat 

menghalangi proses penegakan hukum (Winda Siregar, 2024). 

Tingkat korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan dunia 

internasional. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia 

(TII), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami 

penurunan. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat skor 34/100 dan menempati 

peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei, menurun dari skor sebelumnya 

pada tahun 2020 yang mencapai 37 (transparency, international, 2024). 

Penurunan ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi dalam upaya 

memberantas korupsi, termasuk lemahnya penegakan hukum dan adanya 

polemik politik yang sering menghambat proses pemberantasan korupsi 

(Tampubolon, Patar, 2024).  

Korupsi tidak hanya melibatkan pejabat publik tetapi juga aparat 

penegak hukum, yang memperburuk kredibilitas sistem hukum di Indonesia. 

Kasus-kasus besar, seperti keterlibatan Ketua  KPK Firli Bahuri dalam dugaan 

pemerasan, serta dugaan korupsi pejabat tinggi seperti Lukas Enembe dan Wali 

Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, menunjukkan betapa dalamnya 
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masalah ini. Selain itu, kasus korupsi besar lainnya, seperti dugaan korupsi 

terkait tata niaga timah di PT Timah Tbk, yang merugikan negara hingga 

Rp271 triliun, semakin menegaskan perlunya tindakan tegas dalam 

pemberantasan korupsi (Utami, 2024). Meskipun telah dilakukan berbagai 

upaya oleh pemerintah, penanganan korupsi di Indonesia masih menghadapi 

banyak tantangan. Sebagian besar aparat penegak hukum yang terlibat dalam 

kasus-kasus tersebut memiliki integritas yang lemah, yang merupakan masalah 

terbesar. Karena itu, masyarakat tidak lagi percaya pada lembaga hukum 

(Anugrah, 2024). 

Di samping itu, lemahnya integritas bagi aparat penegak hukum dan 

pengaruh dari politik yang sering kali menghalangi kebijakan antikorupsi 

menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Ini terbukti dengan revisi 

Undang-undang KPK pada tahun 2019 yang dianggap melemahkan otonomi 

lembaga tersebut (Nehru Asyikin, 2020). Dalam upaya pemberantas korupsi, 

revisi ini mencakup pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan wewenang 

penyadapan. Dominasi dari kepentingan politik dalam pengambilan keputusan 

kebijakan antikorupsi menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemberantasan 

korupsi sering diabaikan demi kepentingan tertentu (Telaumbanua, 2020). 

Secara keseluruhan, Indonesia membutuhkan perbaikan besar dalam 

pengendalian korupsi, mulai dari meningkatkan kredibilitas aparat hukum 

hingga menjauhkan kepentingan politik dari kebijakan antikorupsi. Untuk 

mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang lebih 
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transparan dan bebas dari korupsi, diperlukan dukungan masyarakat yang kuat 

dan reformasi struktural yang berkelanjutan (Efritadewi, 2024) . 

Kemudian terdapat banyak isu tentang korupsi dan pemberantasan 

korupsi di Indonesia, masih terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan 

dalam literatur yang ada. Sebagian besar berfokus pada aspek legal dan 

prosedural, tanpa cukup mempertimbangkan struktur dari sosiokultural yang 

dapat menjelaskan tentang korupsi begitu mengakar dalam budaya dan sistem 

sosial Indonesia (Joniarta, 2020) . Padahal, semacam ini sangat penting untuk 

memahami dari dinamika yang mempengaruhi praktik korupsi secara 

sistematis.  

Selanjutnya pada tahun 2023 lahirnya kitab undang-undang hukum 

pidana dengan signifikan dalam upaya ini adalah disahkannya kitab Undang-

undang hukum pidana melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP 

ini mengakomodasi berbagai perubahan, termasuk dalam penanganan tindak 

pidana korupsi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan undang-

undang tindak pidana korupsi yang berbasis pada hukum kolonial belanda 

(Yusrizal, 2023). Pada masa reformasi ini dianggap penting untuk mengatasi 

tantangan hukum modern, termasuk dalam memberikan landasan hukum yang 

lebih jelas dan komprehensif dalam menangani korupsi (Baidi, 2019). Salah 

satunya implikasi utama dari penerapan undang-undang ini adalah harmonisasi 

antara KUHP dengan peraturan perundang-undangan khusus terkait dalam 

tindak pidana korupsi, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi (Aprilia Siregar, 2022). Dalam konteks penanganan kasus ini, 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan sejumlah perubahan 

yang sangat signifikan. Beberapa di antara ini mencakup pengaturan mengenai 

tindak pidana korupsi sebagai dari kejahatan terhadap administrasi negara, 

peningkatan sanksi pidana dan penguatan peran lembaga penegak hukum 

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Namun, perlu untuk diingat bahwa penegak hukum terkait dengan 

pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan pemahaman yang lebih baik 

tentang asas "Lex Spesialis Derogat Legi Generalis" untuk diterapkan. Mereka 

harus dapat membedakan kapan hukum khusus harus diterapkan dan kapan 

hukum umum harus diterapkan. Ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik 

terhadap sistem hukum dapat terjadi karena kesalahan dalam penerapan norma. 

Oleh karena itu, untuk aparat penegak hukum dapat melakukan pekerjaan 

mereka dengan baik, sangat penting bagi mereka untuk dilatih dan 

disosialisasikan tentang prinsip-prinsip ini. Selain itu, menciptakan sistem 

hukum yang adil dan efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia 

membutuhkan harmonisasi antara hukum umum dan hukum khusus. Dalam 

situasi seperti ini, kolaborasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, 

Kepolisian, dan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa 

penegakan hukum berjalan bersama dan tidak tumpang tindih (Elvi, 2020).  

Perubahan ini juga menimbulkan yang menjadi tantangan terutama 

dalam aspek implementasi di lapangan, seperti potensi konflik norma antara 

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang  KUHP dengan Undang-undang 
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tindak pidana korupsi. Penerapan KUHP ini memiliki banyak potensi yang 

sangat besar dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi namun 

akan terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya celah dalam 

hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (Yustisia, 2023). 

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, KUHP dirancang untuk 

menjadi payung hukum utama. Akan tetapi, dalam konteks tindak pidana 

korupsi, masih terdapat ketergantungan pada undang-undang khusus. Hal ini 

menunjukkan perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap ketentuan-

ketentuan dalam KUHP agar dapat berfungsi secara sinergis dengan undang-

undang pemberantas korupsi yang ada, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 

atau kebingungan dalam penegakan hukum. Selain itu, penting untuk 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi 

hukum, dan masyarakat sipil, dalam proses evaluasi dan revisi penegakan 

hukum atau peraturan yang ada guna memastikan bahwa upaya pemberantas 

korupsi tetap efektif dan responsif terhadap dinamika yang berkembang. 

Dengan demikian, harmonisasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem 

hukum yang lebih kuat dan berdaya guna dalam memberantas korupsi yang 

ada di Indonesia (Anjari, 2020). 

Hal ini menimbulkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga 

penegak hukum sendiri, serta potensi konflik dalam penerapan hukum. Selain 

itu, penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  

memerlukan kesiapan institusi hukum dan penegak hukum itu sendiri di 

Indonesia. Sosialisasi dan pelatihan ini mengenai adanya perubahan hukum ini 



8 
 

menjadi hal yang memadai, perubahan hukum ini akan berisiko menjadi 

kontraproduktif. Dalam analisis yang lebih mendalam, pentingnya untuk 

mengevaluasi dampak dari perubahan hukum ini terdapat upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

bagaimana implikasi penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2023 dapat 

memengaruhi penanganan kasus tindak pidana korupsi, baik dari aspek hukum 

substansi maupun prosedural. Dengan ini melatar belakangi kajian mengenai 

implikasi penerapan KUHP terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia 

menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan 

praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan adanya 

sistem hukum yang adil dan efektif dalam memberantas korupsi (Hamdani, 

2024). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem hukum yang ada, 

serta mendorong kolaborasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum 

dalam rangka menciptakan sinergi yang efektif dalam cara menangani kasus 

korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan 

bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat dan 

responsif terhadap tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak 

korupsi di Indonesia (Ashri, 2024). 

Selain itu, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi juga perlu ditekankan, agar 

terciptanya kesadaran kolektivitas dalam memberantas korupsi. Penelitian ini 

juga akan membahas tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam 
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implementasi undang-undang baru ini, serta memberikan solusi yang dapat 

diadopsi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

upaya pemberantas korupsi di Indonesia dan mendorong terciptanya sistem 

hukum yang lebih transparan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia sejak 

berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi dan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang 

KUHP tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimanakah perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 

dibandingkan dengan Undang-undang Tipikor sebelumnya?  

C. Tujuan Penelitian  

 Maka adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini:  

1. Untuk melakukan menganalisis tentang implikasi dalam penerapan 

undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP  terhadap 

Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.  
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2. Untuk mengkaji bagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2023 dalam konteks pemidanaan dari penerapan tindak pidana 

korupsi. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang didapat dari penelitian ini: 

1. Manfaat teoritis 

Dari pengembangan ilmu hukum penerapan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2023 memberikan kontribusi terhadap bagaimana pengembangan 

ilmu hukum dalam khususnya dibidang hukum pidana dan hukum anti 

korupsi. Dengan ini adanya perubahan dan penyesuaian dalam regulasi, para 

praktisi hukum dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai 

efektivitas hukum dan undang-undang di dalam konteks penegakan hukum 

di Indonesia. Hal ini juga memberikan peluang untuk bagaimana meneliti 

lebih lanjut mengenai dampak hukum dan sosial dari penerapan undang-

undang ini. Peningkatan pemahaman sendiri dalam teoritis tentang korupsi 

di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan definisi 

dan kategori baru terkait tindak pidana korupsi, yang dapat memperkaya 

dalam pemahaman secara teoritis tentang korupsi. Dengan ini adanya 

kerangka hukum yang lebih jelas, para peneliti dapat menganalisis berbagai 

bentuk korupsi dan mekanisme pencegahan secara sistematis. Landasan ini 

dalam teori hukum progresif penerapan undang-undang ini dapat menjadi 
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landasan bagi pengembangan teori hukum progresif yang menekankan pada 

keadilan, perlindungan, dan hak asasi manusia. Dengan mengedepankan 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, di dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2023 dapat menjadikan contoh bagi negara lain dalam 

merumuskan kebijakan anti korupsi yang lebih efektif. 

2. Manfaat Praktis  

 Adanya peningkatan efektivitas penegakan hukum Salah satu 

manfaat praktis yang paling signifikan dari penerapan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah 

peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Dengan 

adanya ketentuan yang lebih tegas dan prosedur yang jelas, aparat penegak 

hukum diharapkan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan 

lebih cepat dan efisien. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat 

impunitas bagi pelaku korupsi. Meskipun pemberdayaan masyarakat 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mendorong partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Dengan adanya 

mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan akses informasi yang lebih 

baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi ini. 

Pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan budaya anti-

korupsi yang lebih kuat di tingkat lokal. Dalam Peningkatan Transparansi 

dan Akuntabilitas Penerapan Undang-undang ini juga berimplikasi pada 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

negara. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pengawasan dan 
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audit, diharapkan penggunaan anggaran publik dapat dilakukan secara lebih 

transparan, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Meskipun 

Peningkatan Kerja sama Antar Lembaga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2023 mendorong kerja sama yang lebih baik antara berbagai lembaga 

penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. Dengan adanya 

koordinasi yang lebih baik, diharapkan penanganan kasus korupsi dapat 

dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian mengenai implikasi penerapan UU No. 1 Tahun 2023 

tentang KUHP terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi telah menjadi 

perhatian bagi praktisi, meskipun masih terdapat ruang untuk pembaruan dan 

penyempurnaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi, 2021) menyoroti 

peran KPK dalam menghadapi regulasi baru KUHP. Penelitian ini mencatat 

bahwa kewenangan KPK berpotensi dilemahkan karena munculnya 

ketidaksesuaian antara kedua regulasi tersebut. KPK dibentuk berdasarkan 

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Tujuan utama dibentuknya KPK adalah untuk memberantas 

korupsi secara efektif dan efisien, karena lembaga-lembaga penegak hukum 

lainnya dinilai tidak mampu menangani kasus korupsi secara memadai. KPK 

diberikan wewenang yang luas dalam penegakan hukum, termasuk 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap tindak pidana 

korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi pencegahan, dengan berupaya 

untuk mencegah korupsi melalui reformasi sistem dan meningkatkan 

kesadaran publik. Salah satu karakteristik unik KPK adalah independen dari 

campur tangan politik dan kekuasaan. Hal ini berbeda dengan lembaga 

penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang sering kali 

dianggap terpengaruh oleh kekuasaan politik. Sejak pembentukannya, KPK 

telah menangani berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, 
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termasuk menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah. Beberapa kasus besar 

yang ditangani KPK, seperti kasus korupsi proyek e-KTP dan suap dalam 

berbagai pengadaan barang dan jasa, menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia 

melibatkan aktor-aktor besar dan memiliki dampak sistematis terhadap 

perekonomian negara.  

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2023) membahas 

tentang memiliki rekam jejak yang kuat dalam penanganan kasus korupsi 

penelitian ini tentang KPK tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu 

tantangan terbesar adalah upaya pelemahan terhadap kewenangan KPK, yang 

sering kali datang dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh investigasi 

yang dilakukan KPK. Revisi Undang-undang KPK pada tahun 2019, yang 

dianggap membatasi kewenangan KPK, menjadi salah satu titik kontroversi 

yang memunculkan kekhawatiran bahwa upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia dapat terganggu. Terlepas dari tantangan tersebut, KPK tetap 

menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya walaupun perannya dalam 

memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil, 

guna memutus mata rantai korupsi di Indonesia. Kebaharuan: Belum ada 

rekomendasi kebijakan yang konkret untuk menjaga independen KPK. 

Penelitian selanjutnya (Sulianto, 2022) membahas pengaruh 

perubahan KUHP terhadap pengembalian aset negara dari tindak pidana 

korupsi. Penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan KUHP kurang 

mendukung pemulihan kerugian negara dibandingkan undang-undang Tipikor 

tersendiri. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak perubahan KUHP 
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terhadap mekanisme pengembalian aset negara yang dirugikan akibat tindak 

pidana korupsi. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun KUHP 

Nasional mengadopsi beberapa ketentuan baru untuk mengatur tindak pidana 

korupsi, regulasi ini dinilai kurang mendukung upaya pemulihan kerugian 

negara dibandingkan undang-undang Tipikor yang bersifat khusus pengaturan 

pengembalian aset dalam KUHP baru Dalam KUHP Nasional, ketentuan 

terkait pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi diatur secara 

umum, sejalan dengan prinsip “Lex generalis”. Pengembalian aset lebih 

banyak bergantung pada prosedur hukum pidana umum, seperti penyitaan dan 

perampasan aset yang menjadi bagian dari putusan pengadilan. Keterbatasan 

dalam pengaturan spesifik KUHP tidak memberikan mekanisme yang rinci dan 

komprehensif terkait pengembalian aset negara yang dirugikan akibat korupsi, 

terutama dalam hal aset yang disembunyikan di luar negeri atau aset yang telah 

dialihkan kepada pihak ketiga. Ketentuan yang ada dalam KUHP juga tidak 

secara eksplisit mengatur pemulihan penuh kerugian negara, melainkan hanya 

mencakup penggantian kerugian dalam konteks penyelesaian pidana umum. 

Undang-undang tindak pidana korupsi memberikan kewenangan lebih besar 

kepada KPK untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang berasal 

dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk aset yang berada di luar negeri 

maupun dalam negeri. Selain itu, undang-undang tindak pidana korupsi 

menetapkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi wajib mengganti seluruh 

kerugian negara, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berujung pada 

tambahan hukuman pidana. Perbedaan dampak pada pengembalian aset: 
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Sulianto mencatat bahwa perbedaan pengaturan antara KUHP dan undang-

undang tindak pidana korupsi dapat berdampak signifikan pada efektivitas 

pengembalian aset negara.  

Selanjutnya penelitian dari  (Stefhan, 2024) ini meneliti perbedaan 

antara sanksi pidana dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak 

pidana korupsi dan rancangan UU No. 1 tahun 2023 yang disebut dengan 

KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa KUHP ini cenderung mengurangi 

ketegasan hukuman dibandingkan undang-undang tindak pidana korupsi, 

sehingga dikhawatirkan akan melemahkan efek jera, sebagai contoh beberapa 

tindak pidana korupsi yang sebelumnya memiliki ancaman pidana berat dalam 

undang-undang tindak pidana korupsi seperti penjara seumur hidup yang 

berpotensi dapat dikurangi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang KUHP. Penelitian ini menyoroti pengurangan penjara yang dapat 

mengakibatkan lemahnya hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi skala 

besar yang melibatkan kerugian negara yang signifikan. Penelitian ini juga 

menyoroti aspek harmonisasi hukum antara undang-undang tipikor yang 

bersifat “Lex Specialis” dengan KUHP sebagai “Lex Generalis”. Dalam 

penelitian ini menegaskan bahwa meskipun asas “Lex Specialis Derogate Legi 

Generalis” berlaku, maka ketidakjelasan dalam penerapan kedua aturan ini 

dapat menimbulkan tumpang tindih hukum yang membingungkan aparat 

penegak hukum sendiri. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa 

perubahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  harus 

dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan efektivitas pemberantasan 
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korupsi di Indonesia. Kejelasan regulasi sangat penting untuk memastikan 

bahwa KUHP tidak hanya selaras dengan undang-undang tipikor, tetapi juga 

mendukung tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu menciptakan efek jera, 

pemulihan kerugian negara, dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. 

Sebagai rekomendasi, bahwa menekankan perlunya langkah-langkah konkret, 

seperti revisi pasal-pasal yang berpotensi bertentangan, pedoman interpretasi 

yang jelas dari Mahkamah Agung, atau regulasi tambahan yang memperkuat 

posisi undang-undang Tipikor sebagai “Lex Specialis”. Dengan demikian, 

penelitian ini memberikan wawasan penting tentang tantangan dan solusi 

dalam menyelaraskan kedua regulasi agar pemberantasan korupsi tetap efektif 

dan tidak terhambat oleh perubahan dalam KUHP. Penelitian ini juga 

mendapatkan wawasan penting tentang perlunya kejelasan regulasi untuk 

memastikan bahwa perubahan dalam KUHP tidak merugikan efektivitas 

pemberantas korupsi di Indonesia. 

  Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Prawira, 2021) 

Membahas tentang implementasi prinsip “Lex Specialis Derogat Legi 

Generalis” dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam konteks hubungan 

antara Undang-undang tipikor dan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang 

KUHP. Dalam adanya potensi konflik norma hukum yang berisiko 

menciptakan ketidakpastian antara hukum dalam praktik penegak hukum. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan 

dalam beberapa aspek, seperti: Definisi tindak pidana korupsi: Undang-undang 

No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagai “Lex Specialis Generalis” mengatur 
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yang di mana tindak pidana korupsi secara umum. Dalam KUHP, tindak 

pidana korupsi di definisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan baru atau wewenang untuk 

kepentingan pribadi, tanpa merinci jenis-jenis perbuatan tersebut secara detail. 

Sementara itu, UU No. 31 tahun 1999, UU No. 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan UU Tipikor, 

sebagai “Lex Spesialis” memberikan definisi yang lebih spesifik dan luas. UU 

ini tidak hanya membahas tentang penyalahgunaan wewenang, tetapi juga 

mencakup berbagai jenis perbuatan yang sangat tergolong korupsi antara lain: 

Kerugian keuangan negara: Segala tindakan yang secara langsung atau tidak 

langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Suap 

menyuap: Memberi atau menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi 

kebijakan atau Tindakan pejabat publik atau aparat penegak hukum, 

penggelapan dalam jabatan: Memanfaatkan aset negara atau jabatan untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok, pemerasan meminta atau menerima 

sesuatu dengan cara memanfaatkan jabatan sebagai kekuasaan dalam 

melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi dengan cara menerima hadiah 

yang berpotensi memengaruhi pengambilan Keputusan seorang pejabat publik. 

Perbedaan ini mencerminkan bagaimana tujuan dari regulasi tersebut. Undang-

undang tindak pidana korupsi juga dirancang untuk menangani bagaimana 

kejahatan korupsi sebagai kejahatan “Extradionary Crime” dengan pendekatan 

yang lebih ketat dan fokus pada pemulihan kerugian negara. Sebaliknya, 

KUHP Nasional memiliki pendekatan secara umum sebagai dari hukum pidana 
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keseluruhan. Tidak sama dalam definisi ini dapat menimbulkan tantangan 

dalam praktik hukum, terutama dalam penegakan hukum yang melibatkan 

banyak tindak pidana korupsi itu sendiri. Misalnya, jika aparat penegak hukum 

hanya merujuk pada KUHP, beberapa jenis perbuatan yang secara khusus 

diatur dalam undang-undang tipikor tidak dapat perhatian yang layak atau 

dikenakan sanksi yang lebih ringan. Oleh karena itu, penerapan prinsip asas 

“Lex Spesialis Derogate Generalis” menjadi sangat penting untuk 

memastikan bahwa definisi tindak pidana korupsi yang lebih spesifik dalam 

UU tipikor itu sendiri tetap akan menjadi acuan utama bagi pemberantas tindak 

pidana korupsi. 

  Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis 

adalah Penelitian sebelumnya menemukan bahwa penggunaan pendekatan 

yang lebih umum untuk melemahkan peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 

2023 tentang KUHP dapat melemahkan aparat penegak hukum, terutama 

dalam kasus korupsi besar yang melibatkan jaringan internasional. 

Ketidaksesuaian mekanisme antara kedua undang-undang dapat menyebabkan 

celah hukum yang menguntungkan mereka yang melakukan korupsi. Karena 

Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP tidak memberikan alat 

hukum yang cukup fleksibel bagi aparat penegak hukum untuk melacak aset 

yang telah dicuci melalui sistem keuangan global, sementara undang-undang 

tindak pidana korupsi telah memberikan dasar hukum untuk kerja sama dalam 

pengembalian aset di seluruh dunia. penyelarasan yang tidak sama antara 

Undang-undang No. 1 Tahun 2023  dan Undang-undang Tindak pidana 
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korupsi. Salah satu temuan penting dari penelitian Sulianto adalah adanya ke 

tidak jelasan dalam harmonisasi antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi yang relevan. 

Meskipun prinsip “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” berlaku, kurangnya 

pedoman yang jelas dalam implementasi dapat menyebabkan kebingungan 

dalam praktik hukum. Tumpang tindih hukum: Dalam beberapa kasus, aparat 

penegak hukum mungkin ragu untuk menggunakan undang-undang tindak 

pidana korupsi jika ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dianggap 

lebih sesuai dengan konteks umum tindak pidana. Hal ini dapat menyebabkan 

terhambatnya upaya pengembalian aset. Kebutuhan. Namun, penelitian ini 

tidak membahas secara rinci langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk 

menyelaraskan kedua regulasi tersebut. Penelitian ini membuka ruang untuk 

kajian lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam undang-undang 

tindak pidana korupsi dapat diintegrasikan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 

2023 tanpa mengurangi efektivitas hukum pidana khusus dalam menangani 

korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan perlunya kerangka kerja 

yang lebih jelas untuk menangani penegakan hukum yang berada di Indonesia. 

B. Kerangka Teori 

Maka dari itu terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan, yaitu asas 

“Lex Specialis Derogat Legi Generalis”, dan teori efektivitas Penegak hukum. 

Pemilihan asas dan teori-teori ini didasarkan pada relevansi dalam menganalisis 

isu implementasi dalam penerapan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang 
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KUHP terhadap penanganan tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan 

dalam penjelasan di bawah ini: 

 

1. Asas “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” 

Dalam penjelasan menurut ahli Van Apeldoorn dalam bukunya yang 

berisi bahwa “Lex Specialis” adalah prinsip penyelesaian konflik antar norma 

hukum yang bersifat logis dan diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum 

(H. Sri Jaya Lesmana, 2024). Asas ini menjelaskan hukum yang khusus 

mengesampingkan hukum yang umum, dalam konteks tersebut tindak pidana 

korupsi menegaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang tindak pidana 

korupsi Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dan Undang-undang No. 20 Tahun 

2001 sebagai hukum pidana khusus yang menjelaskan Pemberantas tindak 

pidana korupsi tersendiri ini mengesampingkan Kitab Undang-undang hukum 

Pidana yang bersifat umum ketika keduanya mengatur hal yang sama. Dalam 

penerapan hukum khusus ini asas “Lex Spesialis Derogat Generalis” mengatur 

secara spesifik mengenai tidak pidana korupsi, mulai dari definisi, bentuk-

bentuk kejahatan hingga sanksi. Dalam penerapan hukum umum asas tersebut 

KUHP menjadi dasar hukum pidana umum saja, tetapi dalam kasus tindak 

pidana korupsi, ketentuan ini dikesampingkan jika bertentangan atau tidak 

dalam KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (Martukusomo, 2019).  

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan asas “ Lex Spesialis 

Derogat Legi Generalis” juga memerlukan pemahaman yang mendalami dari 

pihak penegak hukum. mereka harus mampu membedakan kapan harus 
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menerapkan hukum khusus dan kapan hukum umum yang berlaku. Kesalahan 

dalam penerapan norma dapat mengakibatkan ketidakadilan dan merusak 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum.  

Oleh karena itu,  pelatihan dan sosialisasi mengenai asas ini sangat 

penting bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat menjalankan tugas 

mereka dengan baik. Selain itu, harmonisasi antara hukum umum dan hukum 

khusus menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif 

dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, antara lembaga 

penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, sangat diperlukan untuk 

memastikan bahwa penegak hukum dilakukan secara sinergis dan tidak 

tumpang tindih. Secara penerapan prinsip “Lex Specialis Derogat Legi 

Generalis” telah dipertimbangkan dalam praktik hukum tidak hanya sebagai 

panduan dalam penerapan hukum tetapi juga sebagai dasar bagi sistem yang 

berusaha untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.  

Akhirnya, pentingnya mengevaluasi dan melakukan amandemen 

terhadap undang-undang yang ada juga tidak boleh diabaikan. Mengingat 

evolusi waktu dan sifat kasus korupsi yang semakin rumit, undang-undang 

tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu direvisi untuk 

memastikan relevansi dan efektivitasnya. Penelitian ini dianggap bermanfaat 

karena seharusnya dapat menawarkan rekomendasi konstruktif tentang sistem 

hukum dan lembaga di Indonesia, terutama tentang bagaimana mendorong 

kolaborasi yang lebih baik di antara lembaga penegak hukum untuk 
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meningkatkan sinergi yang memadai dalam menyelesaikan masalah korupsi. 

Secara penerapan prinsip tersebut (Djatmiko, 2023). 

2. Teori Efektivitas Penegak Hukum 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas 

penegak hukum ini dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu menciptakan 

keteraturan dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Hukum 

dianggap efektif jika diterapkan secara konsisten dengan tujuan tertentu dan 

diulang dalam pola yang sama. Keberhasilan penegak hukum sangat bergantung 

pada pelaksanaan aturan secara nyata. Agar hukum dapat berfungsi dengan 

baik, aparat penegak hukum harus mampu memberikan sanksi yang telah 

diterapkan. Penerapan sanksi tersebut menjadi bukti konkret bahwa hukum 

benar-benar dijalankan secara efektif. Soerjono Soekanto juga menjelaskan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan 

hukum meliputi:  

a. Faktor hukum  

Hukum terdiri dari tiga elemen utama yaitu keadilan, kepastian, dan 

manfaat. Namun, dalam penerapannya sering muncul antara aspek 

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan. Kepastian 

hukum bersifat konkret karena berkaitan dengan penerapan aturan secara 

langsung pada kasus tertentu. Sementara itu, keadilan lebih bersifat abstrak 

dan tidak selalu terukur. Akibatnya, keputusan hakim yang hanya 

berlandasan undang-undang terkadang gagal memenuhi rasa keadilan. Oleh 

karena itu, dalam  menyelesaikan persoalan hukum, keadilan perlu 
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mendapat perhatian utama. Hal ini disebabkan karena hukum tidak hanya 

dilihat dari sisi formal, tetapi juga harus memperhatikan dari beragam aspek 

yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Meski begitu, konsep 

keadilan tetap menjadi perdebatan karena sifatnya yang subjektif dan dapat 

berbeda bagi setiap orang. 

b. Faktor Penegak hukum 

 Penegak hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam 

merancang dan menjalankan aturan hukum (law enforcement). Pihak-pihak 

ini termasuk penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan 

terciptanya keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan manfaat hukum.  

Komponen penegak hukum mencakup institusi hukum yang personal 

maupun yang terlibat di antaranya kepolisian, kejaksaan, hakim, konselor 

hukum, serta petugas administrasi Lembaga pemasyarakatan. Ada tiga faktor 

utama yang memengaruhi kinerja Lembaga serta personal penegak hukum, 

yaitu  

1) Ketersediaan Lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarana 

yang mendukung. 

2) Etos kerja aparatur, termasuk kondisi kesejahteraan mereka. 

3) Regulasi yang mendukung operasional Lembaga serta mengatur 

substansi hukum, baik dari aspek materiil maupun prosedural 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum 

Fasilitas pendukung dapat diartikan secara sederhana sebagai 

infrastruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang 
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lingkupnya mencakup berbagai sarana fisik yang berfungsi sebagai elemen. 

Fasilitas ini mencakup tenaga kerja yang terampil dan berkompeten, sistem 

organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup, 

serta aspek lainnya. Selain memastikan ketersediaan fasilitas tersebut, 

pemeliharaan yang rutin juga sangat penting agar tidak terjadi hambatan yang 

justru dapat mengganggu kelancaran proses dan berpotensi menjadi 

kontraproduktif. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berperan dalam menciptakan rasa aman dan nyaman 

dalam masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap hukum memiliki dampak 

besar terhadap efektivitas sistem hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, 

peningkatan kesadaran hukum di kalangan warga menjadi sangat penting 

untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Salah satu langkah 

strategis yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan 

berbagai kelompok sosial, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. 

Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu disesuaikan dengan dinamika 

perubahan sosial agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pedoman 

perilaku masyarakat. 

e. Faktor Budaya 

Menurut Soerjono Soekanto, faktor budaya merujuk pada nilai, norma, 

serta kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang 

dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan 

pemberantasan korupsi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa budaya 

hukum memiliki peran penting dalam penerapannya. Budaya hukum tidak 

hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap 

dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam upaya memberantas 

korupsi, faktor budaya sering kali menjadi tantangan besar karena praktik 

korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai kebiasaan buruk yang sulit 

dihilangkan. Ada beberapa aspek budaya yang relevan dalam UU No. 1 

Tahun 2023 terkait upaya pemberantasan korupsi, di antaranya: 

1. Pembentukan nilai antikorupsi: KUHP baru memuat ketentuan yang 

memperjelas larangan terhadap penyalahgunaan jabatan serta 

penerimaan suap dengan ancaman pidana yang tegas. Hal ini 

merupakan upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa 

korupsi adalah perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. 

2. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan: Budaya transparansi 

semakin ditekankan dengan mendorong masyarakat untuk turut 

melaporkan dan mengawasi berbagai praktik yang menyimpang. 

3. Penyesuaian dengan dinamika sosial: Pengaturan dalam Pasal 603 

hingga 606 KUHP menunjukkan adanya perhatian terhadap perubahan 

nilai-nilai sosial yang menuntut penegakan hukum yang lebih adil 

dalam kasus korupsi.  

Keberhasilan penerapan aturan hukum terkait korupsi tidak hanya 

bergantung pada aparat penegak hukum semata, tetapi juga memerlukan 

perubahan budaya masyarakat yang lebih menjunjung tinggi nilai integritas 
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dan keterbukaan, sesuai dengan konsep budaya hukum yang dikemukakan 

oleh Soerjono Soekanto (S. Soekanto and S. Mamudji, 2015). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif. Penelitian 

normatif adalah jenis penelitian yang dikaji melalui studi dokumen 

menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku-buku, dan undang-undang. 

Penelitian normatif yang di mana penulis meneliti mengkaji implikasi 

penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang relevan dan 

memahami implikasinya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Namun, 

penelitian hukum normatif juga memberikan kesempatan untuk 

membandingkan norma hukum yang ada dengan norma-norma terdahulu 

(Lukas, 2018). 

B. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu 

Pendekatan Undang-undang (Statuta Approach) dan pendekatan 

konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan 

merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis peraturan 

hukum berlaku, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, untuk 
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memahami konflik norma dan harmonisasi antara regulasi. Sedangkan 

pendekatan konseptual yakni menelaah berbagai konsep tindak pidana 

korupsi yang diperoleh dari teori-teori hukum yang relevan, seperti asas 

“Lex Spesialis Legi Derogat Generalis”, dan teori efektivitas penegak 

hukum untuk memahami landasan teoritis dari kebijakan hukum yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

terhadap tindak pidana korupsi atau dari bahan pustaka artikel, berita, 

internet maupun media massa lainnya, tentang hukuman bagi para koruptor 

yang seharusnya bisa mendapatkan hukuman sesuai dalam unsur hukum 

pidana. 

C. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang ditulis oleh penulis adalah ketentuan dalam 

implikasi penerapan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi terhadap proses hukum, sanksi pidana. Fokus pada ketentuan dalam 

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diundangkan sangat 

penting, mengingat perubahan yang dibawa oleh undang-undang ini dapat 

mempengaruhi cara penegakan hukum yang dilakukan. Dengan ini harus 

memahami ketentuan ini, penulis dapat menilai apakah Undang-undang No. 

1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan landasan yang kuat untuk 

penegakan yang lebih efektif dan adil. Dengan membandingkan kedua 

undang-undang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi 
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tumpang tindih atau konflik antara ketentuan hukum umum dan khusus, 

serta implikasinya terhadap penegakan hukum. 

D. Sumber Data 

  Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data sekunder, antara lain: 

a) Bahan Hukum Primer: 

1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 , Pasal 11 , Pasal 13 

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasal 603, 604, 605, 

606 

b) Bahan Hukum Sekunder:  

1) Buku-buku yang berkaitan dengan implikasi penerapan Undang-

undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP terhadap tindak pidana 

korupsi dan tema penerapan hukum di Indonesia terhadap tindak 

pidana korupsi. 

2) Artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema implikasi 

penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tindak 

pidana korupsi, artikel yang berkaitan dengan indeks korupsi di 

Indonesia, dan menyoroti bagaimana dengan lembaga penegak 

hukum. 

c) Bahan Hukum Tersier: 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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2) Kamus Hukum 

E. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang ditulis dengan cara studi pustaka 

yang didapatkan dari penelitian ini dengan cara studi pustaka (library 

research) untuk mengumpulkan informasi dari peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal tentang implikasi dalam penerapan Undang-undang 

No. 1 tahun 2023 tentang KUHP terhadap penanganan kasus tindak pidana 

korupsi. Analisis dokumen hukum dan literatur untuk mengidentifikasi 

konflik norma, prinsip hukum, serta pandangan akademik terkait topik 

penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

 Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan 

metode: Analisis Deskriptif-Kualitatif dengan cara mengambil data yang 

dianalisis secara sistematis untuk memberikan penjelasan mendalam tentang 

Dinamika Pemberantasan tindak pidana korupsi dari Undang-undang No. 31 

Tahun 1999, dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-undang 

No. 1 tahun 2023 tentang KUHP , dan perbedaan pengaturan terhadap 

penanganan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 1 tahun 2023 

tentang KUHP, serta memberikan solusi yang sesuai berdasarkan temuan 

penelitia 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 memiliki 

implikasi signifikan terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Perubahan ini terlihat dari pengaturan dan perumusan pasal-pasal 

yang lebih jelas dan terperinci, serta adanya penambahan kategori pidana 

yang lebih beragam. Meskipun terdapat kesamaan dengan Undang-undang 

Tindak Pidana Korupsi yang lama, perbedaan dalam ancaman pidana, baik 

minimum maupun maksimum, menunjukkan upaya untuk meningkatkan 

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, 

pengaturan mengenai pidana tambahan dan kategori denda memberikan 

fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi, yang diharapkan dapat menyesuaikan 

dengan tingkat keburukan tindak pidana yang dilakukan. 

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi undang-undang 

ini, terutama terkait dengan pemahaman dan penerapan yang konsisten di 

lapangan. Ketiadaan pedoman yang jelas dalam penerapan sanksi minimum 

khusus dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam 

penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk 

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum 

memahami dan dapat menerarapkan ketentuan baru ini secara efektif. 
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B. Saran  

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang baru dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, 

disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum menyusun 

pedoman penerapan yang jelas dan komprehensif. Pedoman yang diambil 

oleh penulis pedoman pemidanaan kasus korupsi PERMA No. 1 Tahun 

2020 ini harus mencakup kriteria yang jelas untuk penjatuhan sanksi, 

sehingga dapat mengurangi disparitas dalam penegakan hukum. Selain itu, 

pelatihan dan sosialisasi mengenai ketentuan baru ini perlu dilakukan secara 

berkala kepada aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan 

penyidik, agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang 

perubahan yang terjadi. Selanjutnya, penting untuk melibatkan masyarakat 

dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Masyarakat yang 

teredukasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum 

dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan korupsi. 

Dengan demikian, diharapkan penerapan Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana yang baru dapat memberikan dampak positif dalam upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia.   
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